BAB Il1

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan dan juga analisis data sebagaimana
yang telah diuraikan dalam BAB |1, maka bisa ditarik sebuah kesimpulan yakni
sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyelesaian sengketa sertipikat ganda di Kota Denpasar
bisa diselesaikan dengan 2 (dua) cara yakni melalui non litigasi dengan
cara mediasi dan melalui litigasi dengan cara melalui proses di peradilan
perdata. Jika diselesaikan melalui jalur non litigasi dengan cara mediasi,
pihak kantor pertanahan yang akan menjadi pihak penengah dan
fasilitator supaya prosesnya berjalan dengan lancar, pihak kantor
pertanahan juga akan memberikan berbagai pertimbangan hukum
dalam penyelesaiannya. Terhadap dua kasus yang terjadi di Kota
Denpasar keduanya diselesaikan melalui proses peradilan perdata,
dengan melalui tahapan Penyerahan Gugatan, Penyerahan Jawaban
Tergugat, Eksepsi, Jawaban atas Pokok Perkara, Rekonvensi atau gugat
balik, Intervensi, Replik, Duplik, Pembuktian baik dari pihak Penggugat
maupun Tergugat, Penyerahan Kesimpulan dan Pembacaan Putusan.

Pada kedua kasus tersebut berlanjut sampai ke tingkat Banding di
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Pengadilan Tinggi juga Kasasi di Mahkamah Agung. Terhadap kedua
kasus tersebut sudah memperoleh Putusan Pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap maka pihak Kantor Pertanahan Kota Denpasar
mengeluarkan Surat Keputusan Pembatalan Sertipikat Hak Milik
berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh pihak yang
bersengketa.

Hambatan-hambatan yang ditemui oleh Kantor Pertanahan Kota
Denpasar dalam penyelesaian sengketa sertipikat ganda tersebut antara
lain yakni mengenai sarana dan prasarana yang kurang memadai
khususnya mengenai peta pendaftaran tanah karena beberapa waktu
belakangan pemerintah belum mampu untuk menyediakan fasilitas
tersebut, juga para pihak yang bersengketa. Karena pada kasus yang
terjadi upaya mediasi cenderung tidak berhasil menemui kesepakatan
karena masing-masing pihak merasa mempunyai hak yang sama dan
teguh pada pendiriannya. Padahal mediasi ditawarkan supaya
keduabelah pihak sama-sama mendapat keuntungan atau “win-win
solution” karena jika sampai melalui jalur peradilan akan membutuhkan

proses yang cukup lama.

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis dapat memberikan saran

sebagai berikut,



79

1. Bagi para pihak supaya lebih memperhatikan tanah miliknya karena saat
ini keberadaan tanah sangatlah penting. Jika ditemui adanya
permasalahan diharapkan segera untuk melaporkannya ke kantor
pertanahan setempat dimana tanah tersebut berada supaya bisa langsung
ditindak lanjuti sesuai prosedur yang berlaku.

2. Kepada pihak Kantor Pertanahan Kota Denpasar dan juga petugas
lainnya supaya memiliki basis data yang baik mengenai peta
pendaftaran tanah supaya sengketa semacam ini tidak timbul kembali.
Kepada petugas lainnya yang meninjau langsung dilapangan supaya
lebih teliti dalam melakukan pengukuran, tidak hanya berpedoman
kepada data yang diberikan oleh pemohon hak atas tanah saja tetapi data

dan informasi pihak lainnya juga penting unuk diperhatikan.
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LAMPIRAN SURAT PENDUKUNG LAINNYA

A. Kasus di Desa Pemecutan Kelod

5)
/ T
: 9
4P 2o B 1 PENGADILAN NEGERT DENPASAR KELAS 1 A
Moy ) IALAN D, B. SUDIRMAN NO. 1 - Telp /Fox - (0361) 226327
‘i\ HarK el | pA.deNOaOrBOMal Corm, wibrAes | wikk Dn-denpmar 9o.d

Wi DENDASAR 80113
Neaigers

Benta Acara Eksekusi
Nomor 747/Pdt G/2015/PN Dps Jo Nomor 66/Eks/2018/PN Dps

Pada hari ini. Senin, tanggal . 2 September 2019, saya | Wayan Gara,SH.
Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar atas perintah Ketua Pengadilan Negern
Denpasar dengan Sural Penelapannya terlanggal 13 Agustus 2019 Nomor
747/Pdt G/I2015/PN Dps. Jo. Nomor B6/EKs/2018/PN Dps dalam perkara antara

-

Ravinder Singh Sodhi, Laki-laki, umur 71 tahun” Warga Negara Indonesia. terpat
tinggal Jaian Gajah Mada No.68, Oenpasar, yang dalam hal ini diwakili olen 1

SuryatiN Lijaya, SH 2. Nycman PutraSH 2 145 Pagus \Trisna Wisesa SH

Masing-masing pekerjaan Advokat, alamat Kantor di Jalar Hayam Wuruk No 184
Denpasar, berdasarkan sura: kuasa khusus tentanggal 5 Agustus 2015 yang
uniuk selanjutnya disebut sebagai :Penggugat / Pemhanding / Tetmohon Kasas!/
Pemohon Ekseksusi;

Melawan .

2. | Made Suarka,SH., Laki-laki, \Varga Nagara Indonesia, alamat Uma Alas Kangin i
Nomor 54 Kerobokan, Kecamatan Kata, Kabur3ien Badung, yang dalam hal in
diwakili oleh . AA Ngr Ag. Semara Adnyana,SH. Bambang Triyanto, SH. Para

. Advokal/Konsultan Hukum yang beralamat @i Jin P Menjangan No 13 Lt Il
' “Sanglah. Denpasar Bal: yang selarjutnya disebut sebagai Tergucal / Terbanding
s ! Pemolion Kasasi / Tefmonon Eksekle! -

> q amarnya berbuny: ,
BRRES M@rgadili
Dalam Eksepsi
8- Menolak ekseps: tergugat untuk seluruhnya

| BalimiPokok Perkara X
1. ivienyatakan gugatan Penggugat tidax dacat diterima g
2 “Menghukum Penggugat untuk membaYar, Liayarperkara sebesar Rp
861.000,00, ( delapan ratus enam puluk: saty ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Tingg: Denpasar Nomor 135/PDT/2016/PT Dps
tanggal 22 Nopember 2016
yang amarnya berbunyi sebagal berikut

- Menenma permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut
- Membatalkan putusan Pengadilan Negen Denpasar Nomor
747/Pdt GI2015/PN Dps tanggal 16 Juni 2016 yang dimohonkan bandirg ,

Dengan Mengadil: Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya

2. Menyatakan Pengaugat adalah yang berhak atas tanah sengketa hak milik Nc
120/Desa Pemecutan Klod luas.250 M2 (sisa) terletak di Desa Pemecytan Kiod
Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar dengan batas-batas

Utara tanah milik

Timur telabah (parit)

Selatan \anah mik

Bara! ianah milr penggugatinak miix No 07740 Pevneutan Kied
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Yang diperoleh berdasarkan perjanjian jual beli No. 13 dan kuasa No 14
kedua-duanya tetanggal 4 September 1998 dibuat dihadapan | Wayan Sugita.
SH. Notaris di Denpasar ,
Menyatakan Tergugat/Terbanding menguasa (mengaku sebagar pemilix) atas
tanah sengketa adalah tidak sah dan bertentancan dengan (melanggar) hukum.
4. Menyatakan sertifikat Hak Milik No 1205/Desa Pemogan atas nama | Made
Suarka. SH Tidak mempunyai kekuatan hukum

w

5. Menghukum Tergugat/Terbanding atau siapa juga yang mendapatkan hax
daip ¥a untuk menyerahkan tanah sengketa Penggugat dalam
keadaan kosong ;

6 Menghukum Terguga tuk membayar biaya perkara dalam kedua

g ditetapkan sebesar Rp 150 000

Indonesi2 Nomor 803

3. SH Tersedut
ar biaya
ribu rup:ah)

ang masn

dilan Neger

Cilan Neger!

alamat Jalan P 8 Sudirman ‘
SH. umur acilan Nggen Denoasar
ne .1 Denpasar

4. | Wayan Tantra, umur 56 tahin, Kepaia Desa Pemecutan Ke

g’ sengketa. yang
pasar Bara:t Koia

Setelah tiba ditempat
Seiaku kuasa hukum dari
Agung Ngurah Agung Se
Suarka,SH.(Termohon Ekseku
dari Kantor Badan Pertanaha
kami beritahukan kepada mere!
melaksanakan eksekusi dengal
Pengadilan Negeri Denpasar 13
Nomor 66/Eks/2018/PN.Dps

laias, disanz dihadini clen Nyoman Putra,SH.
Singh Sodhi. (Pemohon’ Eksekusi). Anak
yana SH. selaku kuasa hukum dari | Made
pala Desa Pemecutan Kelod. dan petugas ukur
a Denp . Aparat K an (Polisi), disana
bahwa maksud kedatangan kami adalah untuk
terlebih dahulu membacakan Penetapan Ketua
Agustus 2019 Nemor 747/Pdt G/2015/PN Dps. Jo

Setelah membacakan Penetapan  Ketuz Pengadilan Negeri Denpasar
tersebut Pihak Termohon Eksekusi merasa keberatan terhadap eksexusi xarena
Termohon Eksekusi masih memiliki SHM Pemcgan, dan tidak keberatan atas
eksekusi namun bila eksekusi dipaksakan akan melakukan upaya hukum. tetapi
Pemohon eksekusi mohon eksekusi supaya tetap dilaksanakan,dilangutkan dengan
pengecekan paiok oleh Petugas ukur dari Kantor Badan Pertanahan Koia Dengasar

Selanjutnya objek sengketa kami serahkan kepada Peinohon Exsekusi
melalui Kuasa Hukum dan Prinsifalnya, disaksikan oleh Para saksi tersebut diatas
atas mana Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi mengatakan dapat merenma dengan

§aik Ann ~ds a

. '—r

w
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Oleh karena Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi telah menerima objek
sengketa maka eksekusi pada hari ini selesai, dan ditutup.

Demikian berita acara eksekusi ini dibuat yang ditanda tangani oleh Jurusita
Pengadilan Negeri Denpasar -se

Rp. 2.000.000,-
Rp. 1000006,
Ry aolcan,.
Rp. 1.000.000.-

Rp. 3,136,000,

N S

87



88

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR
PROPINSI BALI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR
NOMOR :70 /SK-51.71.MP.01.03/V1/2020

ihal Permohonan
nama | Made

Wilayah Badan Pertanahan Nasiona nsi Bali tanggal

[U S — 205Desa Pemogan atas | Made Suarka, SH vang

overlap dengan Scrup Milik Nomor 120/Desa Pemecutan Klod atas nama
Ravinder Singh Sodh:, di objek tanah perkara dalam gugatan perdata di
Pengadilan Negen Denplsitr dengan  Register No. 747 'Pdt G/2015/PN Dps dengan
Para Pl

Ravinder Singh Sodh - Sebaga Penggugat
Melawan

| Made Suarka Schagai Terguga




B. Kasus di Desa Sumerta Kelod

KEDUA

- 8 T P A SR ST PSR ——

: Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,

Peraturan Pemenntah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,

S Peraturan Presiden Republik Indonesia No 17 Tahun 2015 tentany
Kementnan Agrana dan Tata Ruang ( Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 18),

6 Peraturan  Presiden  Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2015 tentang
Badan Pertanahan N | Republik Indonesia (Lembara Negara Repubhik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 21),

7. Peraturan Menten Negara AgranaKepala Badan Pertanahan Nasional No 3 Tahun
1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tabun 1997
tentang Pendaflaran Tanah,

8 Pemtwran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor § tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kenja Kementnian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan
Nasional,

9 Peraturan Menteri Agraria dan Tata RuangKepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan,

10 Peraturan Menten Agraria dan Tats Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisast dan Taw Kerja Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR
TENTANG PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 94/ DESA
SUMERTA KLOD, LUAS 2330 M2 ATAS NAMA ANAK AGUNG NGURAH
GDE ASTAWA, SH YANG OVERLAP DENGAN SERTIPIKAT HAK MILIK
NOMOR 5640/DESA SUMERTA KLOD, LUAS 2042 M2 ATAS NAMA
T NYOMAN RETHA ARYANASH TERLETAK DI DESA SUMERTA KLOD.
KECAMATAN DENPASAR TIMUR, KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI
SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH
MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP.

Mencabut dan membatalkan Scrupikat Hak Milik Nomor 94/Desa Sumerta Klod, atas
nama Anak Agung Ngurah Gde Astawa, SH dkk , luas 2330 M2, Surat Ukur
Sementara Nomor 1802/1983/1984 tanggal 29 September 1983, atas tanah vang
terletak di Desa Sumerta Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi
Bal.

Memenntahkan kepada Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan

untuk ©

a Mencoret dan daftar umum dan daftar 1sian yang ada dalam sistem admimistras:
pendafl tanah g pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 94 Desa Sumerta
Klod, atas nama Anak Agung Ngurah Gde Astawa,SH dkk, luas 2330 M2, Surat
Ukur Nomor 1802/1983/1984 1anggal 29 September 1983, atas tanah yang terletak
dh Desa Sumerta Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provins: Bali,

b Menank dari peredaran Sertipikat Hak Milik Nomor 94/Desa Sumerta Klod, atas
nama Anak Agung Ngurah Gde Astawa,SH dkk dengan membentahukan kepada
pemegang hak atau pihak yang terkait agar menyerahkan sertipikat tersebut dalam
jangka waktu paling lama S (hma) han kerja.

c. Apabila penanikan sertipikal sebagaimana disebut pada huruf (b) diatas udak dapat
dilaksanakan, agar mengumumkannya pada Kantor Pertanahan Kota Deny dan

Kantor Kelurahan setempat dalam jangka waktu 30 (tga puluh) han
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KI'EMPATT

KELIMA

Segala biaya yang umbul dalam proses pendafiaran pembatalan Sertipikat Hak Milik
Nomor 94/Desa Sumerta Klod ditanggung oleh pemohon pembatalan sesuar ketent
PNBP (Penenimaan Negara Bukan Pajak) yang berlaku

Setelah diktum Pertama dan Kedua telah dilaksanakan, mempersilahkan  kepada
Pemohon pembatalan dan‘atau pihak yang berkepentingan dengan tanah tersebut untuk
mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah scsuai dengan ketentuan
persyaratan, prosedur peraturan perundangan yang berlaku

¢ Keputusan i berlaku sejak  tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari- ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan i, maka akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  : Denp
Pada Tanggal : 3 Februan 2020

RI AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

KEPADA YTH..

1

(]

Sdr Anak Agung Ngurah Gde Astawa, SH, dkk:

dia JI Pulau Panjang No. 22 Denpasar

di=Denpasar

Sdr I Nyoman Retha Aryana, SH.

d/a Jibegian No. 494, Lingkungan Legian Kaja, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung

di - Badung.

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth .

1
2
2

3

Menteri Agrana dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Repubhik Indonesia, di
Jakana,

Dirjen Penanganan Masalah Agrania, Pemanfaatan Ruang dan Tanah Kementerian Agrana
dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, di Jakarta,

Digen Hubungan Hukum Keagrunaan Kementenan Agrane dan Tata Ruang Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia, di Jakarta;

Ketua Pengadilan Negen Denpasar, di Denpasar,

Arsip.
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LAMPIRAN GAMBAR

Gambar 1.1. Penulis bersama Bapak Binanga Simangunsong,S.H. selaku Kepala Seksi Penanganan
Masalah dan Pengendalian Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Denpasar menjabat sejak 5
November 2020, Foto bertempat di Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Jalan Pudak No. 7, Rabu 3
Nopember 2021
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Gambar 1.2. Penulis bersama Ibu Luh Putu Happy Ekasari, S.H. selaku Kepala Sub Seksi Penanganan
Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Foto bertempat di
Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Jalan Pudak No. 7, Rabu 3 Nopember 2021
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Gambar 1.3. Penulis bersama | Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Denpasar.
Foto bertempat di Kantor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Renon. Jumat 12 Nopember 2021
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Gambar 1.4. Penulis bersama responden atas nama Ibu Sri Andayani, S.H. selaku Tergugat Il yakni
Notaris/PPAT dalam kasus yang terjadi di Kecamatan Denpasar Timur, Desa Sumerta Kelod. Foto
bertempat di Kantor Notaris dan PPAT Sri Andayani, S.H, Alamat: Ruko Investama BLOK XIV Jalan

Teuku Umar, Denpasar, Kamis 25 Nopember 2021

Gambar 1 5. Penulis bersama responden atas nama Bapak | Nyoman Retha Aryana. selaku Tergugat I
dalam kasus yang terjadi di Kecamatan Denpasar Timur, Desa Sumerta Kelod. Foto bertempat di Jalan
Legian No. 494, Lingkungan Legian Kaja, Jumat 26 Nopember 2021



